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PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi
“w==nisasi . Pengukuran tersebut antara lain dapat dipergunakan untuk menilai
“=Seshasilan organisasi dan dapat digunakan sebagai dasar menyusun sistem
“=oelzn atau sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan atan organisasi.
“==tansi Sektor Publik (ASP) untuk pengelolaan organisasi sektor publik
“==upakan sesuatu hal yang sangat baru di Indonesia hal ini sebagai dampak
#= r=formasi terhadap perkembangan akuntansi dan merupakan wujud
“smeculian (sense of belonging) masyarakat sebagai penyandang dana terbesar
“-=m sektor publik untuk mengetahui apa yang dimilikinya (asset), apa yang
=== adi kewajiban dan berapa nilai modal keseluruhan yang dimiliki maka
“=tuk itu pengelolaan sektor publik harus tunduk pada prinsip-prinsip
“wmiabilitas yang meliputi: Pertama, pengelolaan dana publik wajib menyusun
e==mggungjawaban atas dana yang dikelolanya. Kedua , untuk meningkatkan
“Sisias pertanggungjawaban atas dana publik tersebut dibutuhkan proses au-
+ ==h eksternal auditor yang independen. Menurut Jones dan Pendlebury

~#55] tiga konsep yang fundamental yang harus diperhatikan dalam
ww=z=lolaan sektor publik adalah economy, efficiency dan effectiviness.
“onomy (ekonomis), pengertian economis dipandang dari segi inputnya,
w=v=a pengelolaan sektor publik harus ekonomis. Apabila mendirikan entitas
#=ior publik maka harus diperhatikan kelayakan ekonomisnya. Efficiency
“%s2h perbandingan antara output dan input. Semakin tinggi output yang
“asilkan dengan input yang tetap dapat dikatakan efisien. Effectiviness adalah
=ecupakan keberhasilan dalam pencapaian tujuan, sehingga apabila kita
“wsticara tentang efektivitas maka akan selalu terkait dengan outputnya. Ba-
~«=c=d Scorecard (BS) sebagai salah satu sistem pengukuran kinerja organisasi
“== perusahaan dimungkinkan sekali dapat di terapkan pada organisasi sektor
susik Kelebihan pendekatan BS yang diperkenalkan Kaplan dan Norton adalah
semcekatan ini berusaha untuk menterjemahkan missi dan strategi perusahaan
“=f=am tujuan-tujuan dan pengukuran-pengukuran yang dilihat dari empat
s=mspekdif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses
“is=is internal serta perspektif belajar dan bertumbuh.
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Tulisan ini untuk memberikan gambaran dan gagasan bagaimana sistem
ASP dan pelaporannya dan mencoba mengukur kinerjanya melalui pendekatan
Balanced Scorecard. Pembahasan akan mengarah pada mekanisme akuntansi
sektor publik yang meliputi: akuntansi management dan pengendalian sektor
publik, tujuan pelaporan keuangan sektor publik, lingkungan sektor publik,
dan penggunaan ukuran kinerja-Balanced Scorecard pada ASP.

PEMBAHASAN

Akuntansi Manajemen Dan Pengendalian Pada ASP

Semua organisasi yang beroperasi secara pribadi atau sektor publik selalu
mempunyai berbagai tujuan dan dalam mencapai tujuan itu perlu dibuat suatu
perencaaan. Secara sederhana perencanaan dapat berupa apa, bagaimana dan
kapan sesuatu akan dikerjakan dan pengendalian diperlukan untuk melihat
apa yang dikerjakan itu apa sesuai dengan rencana. Proses perencanaan dan
pengendalian adalah sesuatu tugas yang sangat penting yang dilakukan oleh
manager dalam organisasi. Menurut Chartered Institute of Management Ac-
counting (1994, p.13) secara integrar managemen dapat difokuskan pada
indentifikasi, presentasi dan intepretasi informasi yang dapat digunakan untuk:
(a) formulating strategy,(b) planning and Controlling activities, (c) decision tak-
ing, (d) optimizing the use of resources, (e) disclousure to shareholders and
other external to the entity, (f) disclousure to employee, (g) safe guarding as-
sets.

Untuk tahapan perencanaan dan pengendalian terdiri sebagai berikut:

planning of fundamental aims and objectives
operational planning

budgeting

controlling and measuring

reporting, analysing and feedback

&1 B S0LRY i

Selanjutnya siklus perencanaan dan pengendalian dalam organisasi sektor
publik dapat digambarkan sebagai berikut:
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GAMBAR 1

Perencanaan managerial dan proses pengendalian
untuk organisasi sektor publik

Planning of fundamental
= aims and objectives

v

Operational planning

Reporting,
analysis and * Budgeting
feedback
Controlling and
measuring.
Sumber:

2 N. Anthony and D.W. Young , Management Control in Nonprofit Organiza-
“ons, 5 edn Irwin, 1994. p. 19. Richard D. Irwin, Inc. 1975, 1980, 1984, 1988
and 1994.

Tajuan Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, tujuan pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk
menyediakan informasi yang bermanfaat bagi (1) bagi pengambilan keputusan
=konomi, politik dan keputusan sosial dan menunjukkan akuntabilitas dan stew-
zrdship, dan (2) Informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kerja
manajerial dan kinerja organisas. Oleh karena itu keseluruhan proses pelaporan
k=uangan dan akuntansi keuangan haruslah berlandaskan standar dan prinsip
vang merefleksikan kebutuhan pemakai. Secara khusus menurut Bastian (2000)
tujuan pelaporan keuangan sektor publik untuk mengkomunikasikan informasi
vang relevan untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban
k=butuhan pemakai. Pelaporan keuangan seharusnya mendemonstrasikan per-
tanggungjawaban organisasi atau unit sektor publik pada pengelolaan dana dan
sumber daya yang telah dipercayakan manajemen. Selain itu pelaporan akan
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menyediakan untuk pengambilan keputusan dalam:

a.  Mengindikasi sumber daya yang dapat dan digunakan sesuai dengan
anggaran yang telah disetujui secara hukum

b.  Mengindikasi sumber daya yang dapat dan digunakan melalui kontrak
keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
(Daerah) i

¢.  Menyediakan informasi tentang sumber daya, alokasi dan penggunaan
sumber daya keuangan.

d.  Menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai
aktivitas dan memenuhi kebutuhan uang kas.

e.  Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan
manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi komitmen dan
kewaibannya.

f. Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahannya
organisasi sektor publik.

8 Menyediakan informasi untuk mengevaluasi performansi organisasi sektor
publik.

Lingkungan Sektor Publik

Lingkungan aktivitas organisasi mempengaruhi tujuan pelaporan
keuangan. Sehingga pemahaman karakter dan lingkungan organisasi sektor
publik amat penting untuk mencirikan tujuan-tujuan pelaporan keuangan,

Badan-badan usaha komersial bertujuan memperoleh laba semaksimal
mungkin bagi kepentingan para pemiliknya. Laba atau yang kita kenal juga
dengan istilah “ bottom line” karena pada daftar laba-ruginya dicantumkan pada
garis terbawah, bagi badan-badan tersebut merupakan ukuran utama
menyeluruh yang memberikan implikasi efisiensi dan efektivitas atas hasil kerja
manajemen. Sebaliknya di sektor pemerintah dengan beberapa pengecualian
yaitu kegiatan pelayanan yang bersifat bisnis, unit-unit pemerintah itu
memberikan itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak
bertujuan mencari laba dan dengan demikian motif laba tidak berlaku untuk
kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi disektor publik

Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
mendistribusikan kemakmuran untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi. Pro-
gram-program dan pelayanan-pelayanan yang disediakan pemerintah
bermacam-macam, bahkan di dalamnya sendiri mungkin dirancang untuk
memenuhi obyektif dan tujuan yang bermacam-macam pula. Adakalanya
beberapa di antaranya dilaksanakan melalui organisasi yang beroperasi di
sebagai perusahaan bisnis, meskipun kebanyakan tidaklah demikian, Karena
pemerintah mempunyai tujuan dan obyektif yang bermacam-macam, beberapa
diantaranya bertentangan, pengukuran dan penaksiran kinerja menjadi komplek
dan samar-samar. Untuk itu, tidak terdapat indikator yang cocok seperti laba
atau pendapatan per saham di sektor privat. Kinerja perlu diukur dengan
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==nggunakan berbagai indikator, beberapa diantaranya sangat sulit diukur
‘=spek keuangan), menaksir signifikansinya dan hubungan antar berbagai
s==zukuran juga dapat menjadi sulit, oleh karena itu pengukuran kinerja dengan
“=_anced Scorecard dimungkinkan untuk dapat diterapkan karena mengandung
=mpal perspektif yaitu: keuangan, konsumen, proses bisnis internal dan proses
S=.ajar berkembang.

Lebih singkatnya secara mendasar, organisasi sektor publik amat berbeda
“=mgan organisasi swasta. Target utama perusahaan swasta adalah laba dan
=isploitasi sumber daya secara maksimal. Sedangkan organisasi sektor publik
“eriugas untuk menyediakan pelayanan publik dan mendistribusikan
“=ssjahteraan dalam berbagai konteks target sosial dan ekonomi. Akibatnya,
=== memperlakukan pendapatan dan biaya amat berbeda. Pendapatan sektor
sublik didapat dari pajak, retribusi dan sumbangan masyarakat, sedangkan
“=8an pelayanan lebih merupakan pelengkap kewajiban tersebut.

#emzgunaan Ukuran Kinerja Balanced Scorecard pada ASP

Balanced Scorecard merupakan suatu metode penilaian yang
==ayeimbangkan empat perspektif pengukuran, menurut Mirza (1997)
“=ruknya kinerja keuangan dalam pengukuran tradisonal dalam Balanced
Scorecard boleh jadi bukan kartu mati, karena ada hal-hal vang perlu ditinjau.
“i=tode penilaian kinerja dalam aspek misalnya seperti Economic Value Added
=VA) mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan ROI, karena EVA
==mperhitungakan biaya modal yang mengambarkan aspirasi pemilik modal
#=s tingkat pengembalian dalam menciptakan nilai tambah. Tetapi metode ini
Sukzn pula memiliki kelemahan hanya saja EVA menilai kinerja perusahaan
#=z organisasi dari aspek kenangan semata-mata, memang harus diakui bahwa
sspek keuangan merupakan muara segala keputusan, tindakan dan aktivitas
“=znajemen di masa lalu. Menurut Sudibyo (1997) terdapat dua faktor penting
+==z saling berhubungan, yang melatarbelakangi lahirnya BS yaitu: (1) semakin
==madainya pengukuran akuntansi untuk merefleksikan realitas bisnis yang
=ulal terasa sejak dekade 1970-an dan (2) terjadinya pergeseran-pergeseran
“indamental dalam lingkungan bisnis sejak dekade 1970-an yang menyebabkan
w=rgeseran-pergeseran yang fundamental dalam bisnis dan meyebabkan juga
s=szeseran yang fundamental pula dalam paradigma dan pendekatan
==najemen bisnis sejak dekade 1980-an dan 1990-an.

Menurut Indriantoro (2000) dalam organisasi nirlaba ukuran kinerja dalam
sezspekiif finansial: menjadi kendala, keberhasilan organisasi nirlaba harus
“iukur dengan seberapa efektif dan efisien mereka memenuhi kebutuhan
sonstituentinya, tujuan tangible (berwujud) harus didefinisikan untuk
2=l=nggan dan konstituensi. Karena itu untuk menilai kinerja organisasi sektor
su=blik diperlukan banyak pendekatan selain pendekatan keuangan yang
==njadi kendala juga pendekatan nonkeuangan dapat diterapkan diorganisasi
=i yaitu dengan Balanced Scorecard sebagai ukuran kinerja.

Robert S. Kaplan dari Havard Bussines School dan David C. Norton, Presi-
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operasional, dapat mengkomunikasikan dan mengaitkan tujuan strategik dan
pengukurannya, dapat merencanakan, menetapkan target dan meselaraskan
inisitatif strategik juga dengan Balanced Scorecard dapat meningkatkan umpan
balik strategik dan pembelajaran,

Sebenarnya secara tidak lansung organisasi sektor publik sudak
menerapkan pengukuran kinerja Balanced Scorecard akan tetapi belum

1. Perspektif financial

Menurut Kaplan (1 996) pada saat organisasi atay perusahaan melakukan
pengukuran secara financial, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah
mendeteksi keberadaan industr; yang dimilikinya, Kaplan menggolongkan tiga
tahap perkembangan industri yaitu growth, sustain dan haverst. Darj tahap-
tahap perkembangan industri tersebut tampaknya tetap menjadi kendala jika
diterapkan pada organisasi sektor publik.

2. Perspektif customer

Kinerja ini dianggap penting mengingat ada kerterkaitan dengan kepuasan
pelanggan. Dalam bisnis konvensional pertarungan mempertahankan para
pelanggan lama dan merebut para pelanggan bary merupakan suatu proses
persaingan yang wajar. Sebelum tolak ukur ditetapkan, Kaplan dan Norton (1996)
menyarankan agar organisasi atay perusahaan menetapkan dan menentukan
terlebih dahulu Ségmen pasar yang akan menjadi target/sasaran serta
mengindentifikasi keinginan dan kebutuhan para (calon pelanggan yang berada
dalam segmen tersebut, sehingga tolak ukur dapat lebih terfokus.

Selanjutnya kinerja pelanggan dapat dilakukan dengan pengukuran lima
aspek utama yaitu:

1. Pangsa pagar, yang mengukur seberapa besar Proporsi segmen pasar
tertentu yang dikuasai oleh Perusahaan atau organisasi.
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a

Custumer retention, pengukuran ini dapat dilakukan dengan mengetahui
besarnya prosentase perfumbuhan bisnis dengan jumlah costumer yang
saat ini dimiliki oleh -organisasi atau perusahaan.

3 Kemampuan mempertahankan para pelangan lama, yang mengukur
seberapa banyak perusahaan atau organisasi berhasil mempertahankan
pelanggan-pelanggan lama.

=  Tingkat kepuasan pelanggan, yang mengukur seberapa jauh para

pelanggan merasa puas terhadap layanan perusahaan.

Tingkat profitabilitas pelanggan, dalam pengukuran terhadap custumer

profitability dapat dilakukan dengan menggunakan Activity Based Cost-

ing (ABC)(Ciptani; 2000)

W

Oleh karena aspek tersebut masih bersifat terbatas, maka perlu dilakukan
sengukuran-pengukuran yang lain yaitu pengukuran terhadap aktivitas semua
axtivitas yang mencerminkan nilai tambah bagi cutumer yang berada pada
pangsa pasar perusahaan. Pengukuran tersebut dapat berupa: atribut produk
sizu jasa yang diberikan custumer (seperti kegunaan, kualitas dan harga),
Subungan atau kedekatan antar customer (seperti: pengalama.n membeli dan
Subungan personal) image dan reputasi produk dan jasa di mata custumer.

Dalam organisasi sektor publik pengukuran seperti ini sangat mungkin
silakukan karena customer dalam hal ini adalah masyarakat, masyarakat
msrupakan pihak penyedia fasilitas sumber daya organisasi. Selain itu juga
masyarakal sebagai pemilik dari sumber adya publik baik itu berupa sumber
daya alam mapun sumber daya lainnya. Dan juga masyarakat disini sebagai
custumer yang langgeng yang harus di layani sebaik-baiknya oleh pengelola
Zana publik sehingga dapat dipercaya dari kepercayaan yang diberikan.

3. Proses Internal

Menurut Indriantoro (2000) pada perspektif ini, manajemen
=engindentifikasi proses-proses yang paling kritikal untuk mencapai sasaran
s=langgan dan keuangan. Sasaran dan ukuran perspektif ini ditentukan setelah
manajemen menentukan sasaran dan ukuran pelanggan dan financial.

Manajemen mendefinisikan rangkaian nilai yang utuh yang dimulai dari
croses inovasi (proses indentifikasi kebutuhan pasar dan pengembangan cara
memenuhi kebutuhan tersebut), proses operasi dan prosess jasa purna jual
s=pada pelanggan berkenaan dengan produk yang dijual.

4 Perspektif Pengetahuan dan Pertumbuhan

Perspektif yang terakhir dalam Balanced Scorecard adalah perspektif
sengetahuan dan pertumbuhan. Semua sasaran dalam perpektif ini adalah
=erupakan faktor pendorong untuk ketiga perspektif sebelumnya (Indriantoro;
2000). Tiga kategori adalah: (1) kemampuan karyawan, (2) kapabilitas sistem
‘nformasi (3) motivasi, pemberdayaan dan penyelarasan.
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-a)

c)

Kemampuan karyawan.

Dalam melakukan pengukuran terhadap kemampuan karyawan,
Pengukuran dilakukan atas tiga hal pokok yaitu pengukuran terhadap
kepuasan karyawan. Pengukuran terhadap perputaran karyawan dalam
perusahaan, dan pengukuran terhadap produktifitas karyawan.
Pengukuran terhadap tingkat kepuasan karyawan meliputi antara lain
tingkat keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan,
pengakuan akan hasil kerja yang baik, kemudahan memperoleh informasi
sehingga dapat melakukan pekerjaanya sebaik mungkin, keaktifan dan
kreatifitas karyawan dalam melakukan karyawan, tingkat dukungan yang
diberikan kepada karyawan, tingkat kepuasan karyawan secara
keseluruhan terhadap perusahaan. Produktifitas karyawan dalam bekerja
dapat diukur melalui melalui berbagai cara, antara lain melalui gaji yang
diperoleh tiap-tiap karyawan, atau bisa juga diukur dengan menggunakan
rasio perbandingan antara kompensasi yang diperoleh oleh karyawan
dibandingkan dengan jumlah karyawan yang ada dalam perusahaan,

Kemampuan Sistem Informasi

Peningkatan Kualitas Karyawan dan produktifitas karyawan juga
dipengaruhi oleh akses terhadap sistem informasi yang dimiliki oleh
perusahaan. Semakin mudah informasi diperoleh maka karyawan akan
memiliki kinerja yang semakin baik. Pengukuran terhadap akses sistem
informasi yang dimiliki perusahaan dapat dilakukan dengan mengukur
prosentase katersediaan informasi yang diperlukan oleh karyawan
mengenai biaya produksi dan lain-lain.

Motivasi, Pemberian Wewenang, dan Pembatasan Wewenag Karyawan
Meskipun karyawan sudah dibekali dengan akses informasi yang begitu
bagus tetapi apabila karyawan tidak memiliki motifasi untuk
meningkatkan kinerjanya maka semua itu akan sia-sia saja.Sehingga perlu
dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan motifasi karyawan dalam
bekerja. Pengukuran terhadap motivasi karyawan dapat dilakukan melalui
beberapa dimensi, yaitu:

1)  Pengukuran terhadap saran yang diberikan kepada perusahaan dan
diimplementasikan. :
Dilakukan melalui pengukuran berapa jumlah saran yang
disampaikan oleh masing-masing karyawan kepada perusahaan
terutama pengukuran terhadap saran-saran yang mendukung
peningkatan kualitas perusahaan dan peningkatan income
perusahaan dan berhasil diterapkan periode tertentu.

2)  Pengukuran atas perbaikan dan peningkatan kinerja karyawan.
Pengukuran dapat dilakukan dengan mendektesi seberapa besar
biaya yang terbuang akibat dari adanya keterlambatan pengiriman,
jumlah produk yang rusak, bahan sisa dan kehadiran karyawan (ab-
senteeism).
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3)  Pengukuran terhadap keterbatasan individu dalam organisasi.
Terdiri dari dua hal yaitu pengukuran terhadap keseluruhan
prosedur yang berlaku dalam perusahaan dalam rangka peningkatan
kinerja dan pengukuran terhadap kinerja tim. Pengukuran terhadap
keseluruhan prosedur dalam rangka peningkatan kinerja dilakukan
melalui pengukuran prosentase manajer dan karyawan yang
menyadari penting Balanced Scorecard. Hal ini tentu saja dilakukan
terhadap perusahaan yang telah mensosialisasikan adanya balanced
Scorecard. Selain itu juga dilakukan pengukuran terhadap
prosentase unit bisnis yang telah berhasil dalam menyelaraskan
kinerjanya dengan strategi perusahaan.

PENUTUP

Konsep Balanced Scorecard pada dasarnya adalah suatu konsep
pengukuran kinerja yang berusaha menerjemahkan strategi organisasi kedalam
serangkaian aktivitas yang terencana yang dapat diukur secara kontinyu. Bal-
anced Scorecard meninjau peningkatan kinerja sebuah organisasi dari empat
perspektif yaitu financial, costumer, internal bisnis dan pertumbuhan dan
pembelajaran. Dan organisasi sektor publik dapat menggunakan pengukuran
kinerja ini karena memang dalam pengukuran aspek financialnya mengalami
kendala.

Dalam prakteknya penerapan konsep Balance Scorecard ini tidaklah
semudah yang diperkirakan karena penerpan konsep ini membutuhkan suatu
komitmen dari manajemen pusat maupun karyawan yang terlibat dalam
organisasi. Dari pendapat para ahli salah satunya Mavrinac (1999) sebagian
besar perusahaan atau organisasi menemui kesulitan pendektesian terhadap
keselarasan aktivitas dan strategi perusahaan dengan tujuan yang hendak dicapai
oleh organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu bila memang akan
diterapkan dalam organisasi sektor publik yang organisasinya terstruktur dari
pusat sampai daerah perlu pemahaman dan peningkatan komitmen yang tinggi
dalam penerapannya.
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